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BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI TAKALAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, dalam hal penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD,
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);



Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana



Menetapkan

10.

11.
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13.
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Kilasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor
07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor
02);

Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2022 Takalar Nomor 3).
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar
Tahun 2024-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

»ow

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Takalar.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Takalar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala
daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 4 (empat)
tahun terhitung sejak berakhirnya periode RPJMD sebelumnya sampai
dengan terpilinnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara
minimal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang emndasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah ptogram prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD.

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Prioritas pembangunan daerah; DAN

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD 2025
memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Pasal 3

RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

RKPD dijadikan sebagai :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah; dan

b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

BAB Il
SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2025

Pasal 4
RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | - PENDAHULUAN
BAB Il : GAMBARAN KONDISI DAERAH
BAB IlIl  : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV  : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI :KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIl : PENUTUP

Isi beserta uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rencana APBD Tahun 2025:

a.

)

@)

(3)

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan
acuan pembahasan KUA APBD dan PPAS APBD bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; dan

Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan dimaksud.

laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 7

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih
dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 04 Juli 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 14



